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NOMOR |9 TAHUN a00!
TENTANG

PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT KARANGANYAR,

biahwia  denpan  berlakunya Undang-undang  Nomor 34
Tahun 2000 tentanyg Perubahan  Atas  Undang-undang
Nomor |8 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah, maka perlu adanya pengaturan
tentang pengelolaan penyediaan tempat parkir yang
Jiise i as O elli G a s piE b adineaitaiu S hiadian dih e
badan jalan;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Jalan
(Lembaran  Negara Republik lndonesia- Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3480);

Undang-undang  Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Pontvelesaian  Senghketa o jak (Lembaran Negara
Republik  TIndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-undang  Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak
Dacrah  dan  Retribusi’ bDaerah  (Lembaran Negara
Republih  Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3685)
sehagaimana  telah diubah  dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagi-
han Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik TIndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 3839);
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Peraturan Pemerintals Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

It , 2001 = Nomor 18, Tamphahan Lembaran Negare
gﬁggllﬁ Sndnngs?h omdr llggs; gl

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentanyg Tehnik  Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Ranca-
ngan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 66 Tahun
1993 tentang Fasilitas Purkic untuk Umnumg

KepiEl s M e B i i N et Nuothoie 7 08 S a il
1997 tenlang Pedoman Tatla Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1999 Camitane latas Sata C Remeriksaan di - Bidang
Perpajakan;

Peraturan Daccaly Kabupaten Daerah Tingkat 13
Karanganyar Nomor 7 ‘Tahun 1990 tentang Penyidik
1Es oI IR | I Linghkungan  Pemerintah
RGeS e sl i r G NS an ey a e (Lembaran
Daerah Nahiparte e vah sl fgkat LT KAt afoanyan
Setr € Nomoil: 499 .

ez e piAsC  ain

PERWAK T LAN RARYAT DAERAHT KABUPATEN KARANGANYAR

MM UL TS KON !

PERATURAN DALERAH NABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PAJAK
PARKIR

BAR
NETENTUAN UMUM

Pasal |

Balam Peraturan Daeeab ini yang dimaksud dengan

(%

Dacrah adalah Kabupalen Karanganyar;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Dacrah  Otonom yang lain scbagai  badan eksekutif
vzl sy

Bupati adalah Bupati Karanganyar;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karang-
anyar;
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il

m.

n.

Pl ek Pk adalah pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan temput parkir di luar badan jalan
oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedia-
Kein = SRl i Gk U S Lermasuk penyediaan
Lempal penitipan  kendaraan bermotor dan  garasi
Kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak
di jalan baik kendaraan bermotor dan tidak bermo-
Lo

Surat Pemberitalhuan Pajak Dacrah yang selanjutnya
disinghat dengan SPUPD adalah Surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitu-
ngan .. dan pembayaran pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Suratl Setoran Pajak Ducrah yang selanjutnya di-
singkat S88PD  adalah surat yung digunakan oleh
'ajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penye-
toran pajak  Yang o levulang ke Kas Dderall atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupatij

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
Jiimebuwl SR cwlacdale sueal hepualusan yang  menemtiu=
N A e A S R EE U

Sural wNKetetapan Pajoak Daerah Kurang Bayar yang
L T R R s SKPDKR adalah surat keputu-
San o vang menentukian besarnya jumlah pajak Lteru-
Gl S e e [ R Jumlah kekurangan
pembasarion hredit pajak, besarnya. sanksi  adminis-
Lrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Sural Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambah-
an  yang scelanjutnya disingkat SKPDKBT adalah
suratl  Keputusan yang menentukan tambahan atas
IR S o eyl R e R

Surat ~ Ketetapan Pajak baceralh Lebih Bayar, yang
sclanjutnya Jdisinghat SKPDLB, adalah surat keputu-
gan yang menentuban jumlah kelebihan pembayar-an
pajak karena jumlab kredit pajak lebih besar dari
pajak yang torutang awlaw Lidak seharusnya teru-
tang;

Surat Ketetapun Pajak Daerah N, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputus-
an yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak
terutong dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daeruli yang selanjutnya di=
singkat SR G TR untuk me lakukan
tagilhan pajak atauw sanksi administrasi berupa
tonutaudle dbannl it aull il :



€

It

R e R adalah pajak yang dikenakan atas
R T ey RO e St I R G 0 8 bt B R R i v [ e e B
oleh orang pribadi ataw badan baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedia-
kan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

Kendaraan adalalh suatu alat yang dapat bergerak
di jalan Laik kendaraan bermotor dan tidak bermo-
tor;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitu-
ngan dan pembayaran pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

Surat Setoruan Pajak Dacrah yang selanjutnya di-
singkat SSPD  adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penye-
Eoirain e s b e P G RS e e e A
ke tempal lain yang dilcectapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disebul SKPD adalah surat Keputusan yang menentu-
kan besarnya jumlah pajak yang lerutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnyi disingkat SKPDKB adalah surat keputu-
san yang menentukan besarnya jumlah pajak teru-
tang,  gumbah  Kiedit  pajgak, jumlah kekurangan
pembayaran kredit pajak, besarnya sanksi adminis-
trasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

Sural Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambah-
an o oyang selanjulnya  disingkat ‘SKPDKBT adalah
sural kcputusan yang menentukan  tambahan atas
pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disinghat SKPDLB, adalah surat keputu-
san yanyg mencentukan jumlah  kelebihan pembayar-an
pajak Karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pajak yang terutang atau tidak seharusnya teru-
Cratitiag :

S Ketetapan Ity Davcticat Nl yang
selanjutnya disinghat SKPDN, adalah surat keputus-
an yvang menentukan jumlah. pajak yang terutang sama
besarnya dJdengan Kkredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tugiban Pajak Daersh yang selanjutnya di-
singkat SN, - ondalah  surat untuk me lakukan
tagihang pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.
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Paisimel

Bll) Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas setiap pelayanan

penyelenggaraan tempatl parkic dituar badan jalan oleh orang
pribadi atau badan,

{2) Obyek Pajak Parkir adarah scliap penggunaan atau pelayanan
yang discdiakan dengan pembayaran Jdi tempat fasilitas di
luar badan jalan.

§) obyek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini

meliputi
A Ha Nanntms e s iR r aley  etie ek 1
b. Tempal penitipan kendaraan;
¢. Garasi kendavaan bermotor.
s el
kG CiUREIsIRhE IS i O s L S D e e A pteie B e e dilis e =
fenggarakan  di luar badan jalan oleh pemerintah yang ditetapkan
leh Bupadti.
G
Ve by el =S e ek e sadenliidh wisnnas pathbadd - atau badarn Canie
fie Pakukan = pemtsayaran . aban pubasanag Leppat parkinc di luar
badan jalan.
H Wajib  Pajok Parkir adalab orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan usaha parkic di Juar badan jalan.
BAR 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK PARKIR
Pasaul §
) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang
ditakukan Kkepada wajib pajak parkir (orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab)g
) Jumlah  pembayaran scebagaimana dimoksud ayat (1) Pasal ini
disertai dengan bukti pembayaran yang berupa karcis / benda

berharga.

g Tata cara pemakaian karcis / Dbenda berharga sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

tip pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh:persen).
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CARAMENQURKEIR I NGRKAE REXGOGUNAAN JASA
Pas vl

ingkat penggunaan jasa parkir divkur berdasarkan ‘lokasi, jenis
ndaraan dan jangka waktu penpgeunaan, ¥

i

AR
BIRUEN SR SPIEN TR RN S R RN IH-"..‘W\RNYA TARIP PARKIR

s a s
ﬂu Prinsip penetapan tarip pajak parkir adalah untuk memperoleh
1 pendapatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasili-

tas, biaya pelayanan dan biaya pemeliharaan,

)) Struktur dan besarnya tarip pnrkir'dftetapkan dengan Keputu-
san Bupati.

BAL V1
PENGURKUITAN WAJIB PAJAK PARKTR
[l )

Wajib Pajak parkir wajib melaporkan usahanya secara tertulis
kepada Bupati wuntuk dikukuhkan sebagai wajib pungut dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum
dimulainya kegiatan usaha terschut;

Wajib Pajak parkiv yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sangsi berupa denda
administrasi setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah); )

) Tata cara pelaporan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat
EEEERa s s En el aip e ai oilie e Bupalteic,
BAR VI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHTTUNGAN PAJAK PARKIR

Pasal 10

1) Pajak Parkir yang terutang dipungut di Daerah.

X Desarnyn pajak parkiv terutang dibhitung denpgan cara mengali-
g S s e e e S S e S I e Bl e

dengan  dasar  pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3§
Peraturan Dacrah ini.
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MASA PAJAK PARKIR, SAAT PAJAK PARKIR TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJANK DAERAH

Pasal 1)

Bisa s Pajgak DRavkir s adibalte ek vtk b
e S T R S |
TRURES AR UG e i 2

tertentu  yang lamanya
Ol e menghitung besarnya

A A R
Miiun pagak  pack e oadelah jangha waktu yuang

fhun  takwin Kecuali bila wajib pajak parkir
ERUE e ek st eleiian Gty Uk iin

Lamanya | (satu)
menggunakan tahun

Pasal 13

hijak parkir terutang dalam masa pajak parkir terjadi pada saat
#layanan di tempat parkir,

Pasal 14

) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;

1) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi

§ dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh
wajib pajak atau Kuasanya;

) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampai-
kan kepada DBupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak. ‘ :

%) DBentuk, e e S S S e SR RIS et e ik e ol

A Bupali.

BAB I X
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PARKIR
Pasal 135

| Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak terutang dengan

menerbitkan SKPD. -

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ti@ak

atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama'3Q _(tlga

puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi admln%strg—
si berupa bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerbitkan STPD.

-"(-}5;\\ 16
b Wajib Pajak yang membayar sendivi, SPTPD scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Dacrah ini digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan, dan mencetapkan pajak sendiri yang

lerutang.
Paraf. .Jp...



{2)

Dallam Jjangka waktu 5 (1lima) tahun sesudalh saat Lterutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan

a. SKBDKB;
b. SKPDKBT;
G SKRON

SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini
diterbitlkdn '

a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terutang alau Kurang dibayar, dikenakan sanksi admi-
nistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
LR G e e R iR e e 2 SR put e em plet ) i
dihitung sejak saal terutangnya puajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
ditbayar uwmbtuk  Jamghka  waktu paling lana 24 (dua puluh
v LT T e e ST ] R G (S (R B el A B B

¢. Apabila kewajiban mengisi SPU'PH tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jubatan, dan dikenakan sanksi
administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari
pokok pajak ditambah sanksi yang kurang atau terlambat
diulbayay  Umtuk Cganeka Waktu paliing lama 24 (dua ™ puluh
empat ) bulan dihiltung sejak saat terulangnya pajak.

SPDRBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini
diterbitkan apabila diketemukan data baru atau data yang
semula  belum  terungkap yang menyebabkan  penambahan  jumlah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak terscbut.

SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) hurufl ¢ Pasal ini diter-
bitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredil pajak.

) Apabila I e R G at e TG B S P PR )

SEPURRT  selrmgdbmann  dissiksud pada ayat (2) herul & dan b
Pasal ini tidak atau tiduk sepenuhnya dibayar dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua
persen) sebulan.

I ]
TATA CARA® PEMBAYARAN

Ul e

$) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Bupali scsuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDRBET dan STID.

Purﬂf..,./..
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D)

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditun-
UK Eaa e ner fidran P ks haiEs s ditsetor T Kes TKas S Daernah
selambat=lambatnya 1 N 24 jam atau dalam waktuw yang ditenlu-
kan oleh Bupati, ;

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal
ini dilakukan dengan SSPD.

Pasal 14
Pembayaran Pajak Parkir dilakukan sckaligus atau lunas.,
)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk .
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat memberikan perselujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari  jumlah
yang belum atau kurang bayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan  menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuruan Jdan penundaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

SR IR

Setiap pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud Pasal 17
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
pencrimaan pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, ditetapkan oleh Bupati

v

IR X
RN A NI NN G N NGRS PARK TR
ISl

I (D B U S i e T D Ot R S e AT DR R o (R adin = sy anp
sejenis  suebagail o awadl Cioadakan pelaksanaan penagihan  pajak
el uaaekai @ Lutg )l i sie ik seart jiastalt tempor peinbayacan.,
balam - Jjangka wakty 7 (tujulh) nari setelah  tanggal Burat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran, Sural Peringatan atau sural lain yang sejenis

sebagaimana Jimaksud avatl (1) Pasal ini dikeluarkan oleh
Pejabal.
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Pasal 21

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah

pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejubut  menerbitkan  Suiat Paksi siepein  setelah @ Lewat s 21
(dua puluh satu) hari scjuk tanggal Surat Tepuransatans Surat
Peringatan alau sural lain yang scjenis.

sl a2

Fila pajak  yanyg havus dibasar tidak  Jditunasi  dalam jangka
Bu 2 X 24 jam sesudabh tanggal  pemberitahuan  Surat Paksa,
Flat segera menerbilhan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 23

lah  dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
e pajuknya, sctelah lewal 10 (sepuluh) haci  sejak tanggal
Pejabat menga-

Bisanaan Sural Perintah Mcelaksanakan Penyitaan,
$' permintaan  penclapan  tanggal  pelelangan kepada Kantor
g Negara., ‘

s |cs 24

)
v

gluh  Kantor Lelang Negara menctaphan hari, tanggal, jam dan

at  pelaksanaan  lelang, Juru sita ‘memberitahukan dengan
®2 scecara tertulis kepada Wajib Pajak.
TR 2 s

uk , DGR R S e e yﬁng dipergunakan untuk  pelaksa-
penagihan Pajak Davral ditetapkan vleh Bupati.

BB N

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK PARKIR

Pasal 26

Rupati, berdasarkan permohonan Wajib Pajak Parkir dapat
gemberikan pengurangan, Keringanan dJdan pembebasan Pajak
Larkir., '

ala  cara pemberian pengurangan, keringanan dan  pembebasan

Pajak parkir sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal ini ditetap-
an oleh Bupati.

TV T

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
: SANKST ADMINISTRASI

Rasadl 27

apat i Kavena jabalannya atou alas permobonan Wajib  Pajak

Paraf..f..



a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan atau kekelivuan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah;

b. membatalkan atau mengurangkan Ketetapan pajak yang tidak
benar;

¢c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikkan pajak yang terutang dalam hal
sanksi S e i RIS R Al e s ek i Eain s War i Ra ak
altau bukan Raprena koesalalanoya,

% Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPBKB, SKPDKBT dan STPD scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
REdpaEis aitis pe el 5 Neie S daebumen ks lbambi b= Tamba tnya 3108 (Ctiga
pUERGEREE s ke e b R e e i SRS S K DRI SIKPDKBI atan
STPD denguan memberikan alasan yang jelas,

Bupat i atau Pejabal paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud avat (2) Pasal ini diterima
sudah harus memberikan Keputusuan.,

i Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimak-
sud ‘ayat (J3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administra-
si dianggap dikabulkan,

WAL N T
KEBERATAN DAN BANDING

IRl

g Vajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kkepada Bupati

atau Pejabat atas suatu

d SKRDS

b. SKPDKB;

. SKPRDKBT

1% SKEDLRB;

e, SKPDN;

f. Pemotongan atau pemungutan olceh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permohonan keberatan scebhagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan sccara lertulis dalam Bahasa Indonesia
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLR dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau
tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan.yang jelas, kecuali
apabila Wajib pajak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya ., .

Bupati ety G il el gk Wik U el g a1

(dua belas) bulan scjak surat permohonan keberatan sebagaima-
na dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberi-

kan keputusan.
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{) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud ayal (3) Pasal ini Bupatii atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabul-
kan.

5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
tidak menunda Kewajiban membayar pajak.,

s |2
1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesai-
R S e ke e e e e G e Bt s e tieliath

diterimanya Kepulusan keberatlan.,

1) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

[ i)

$abila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peratu-
#in Daerah ini atau Banding sebuygaimana dimaksud Pasal 28 Peratu-
#n Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
genbayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
besar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
Ppat) bulan,

TN RN
PENGEMBAL AN NELEBTHAN PEMBAYARAN PAJAK
RSl ol

4) wWajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebi-
han pembayaran pajak  Kepadie Bupal | atau Pejabat secara
tertulis dengan menyebutkan scekurang-kurangnya

a. Nama dan alamat Wajyib Pajaks

b, Masa Pajak;

c. Besarnya kelehihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelaw,

1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak scbagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini harus memberikan Keputusan.

®)) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
dilampaui, Bupati atau Pcjabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus Jditerbitkan dalam waktu paling
lama 1! (satu) bulan.

) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, Kelebihan
pembayaran pajak scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak dimaksud. j

§) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB .dengan
menerbitkan Surat Pevintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) .
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6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah llewat “waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 32

pabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
$iak  lain sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) Peraturan
$eerah  ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
Pkti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

AN
KEDALUWARSA
Pasal 34

i) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, Kkecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana di bidang pecrpajakan Daerah.

) Kedaluwarsa penagihan  pajak scbhagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini tertangguh apabila

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

Il XA
KETENTUAN PIDANA
RS

) Wajib Pajak vang Karena Kealpaannya tidak menyampaikan atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampir-
kan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan atau dendir paling banyak 2 (dua) kali jumlah
pajak yang terulang.

* Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampir-

Kan Keterangan yang (idak benar sehingga merugikan
keuangan daerah daput dipidana dengan pidana kurungan

paling Jlama 2 (tahun) bulan dan atau denda pauling banyak 4
(empat) kalil jumlah pujuk yung U L

s a e s

rdak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini
fak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
jak  saal  terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
rakhirnya Bagian Tahun Pajuk atau berakhirnya Tahun BB 0

Paraf.\f.“
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BAR XVIILI
PENY IDIKAN
R siiElE 4G

Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Peme-
rintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

Wewenang penyidik  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
adalah :

w. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti  keterangan
atau laporan berkenaan dengan Lindak pidana di bidang
perpajakan daerah atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas; :

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi-atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah; :

d. memeriksa bLuku-Luku, calatan-catatan, dan dJdokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan Dbukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan lLerhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di Lidaung perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bLerlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud hurufl ¢ ayal ini;

h., memotret scescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka alau saksi;

j. menghentikan penyidikans

k., melakukan tindakan lain  yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
menurutl hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahu-
kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

WA EENEN
KRETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal a7

-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
genai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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RAR ¥X
KETENTIIAN PENUTUP
Pacsal 38
V4 feturan Daerah ini mulai berleku pada tanggal diundangkan.

gundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

| Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
baran Daerah Kabupaten Karanganyvar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal b Oegember g00|

7/

ARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
N 2001 NOMOR 88 SERI A. ¢




PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
nosor — \9 TAHUN 2001
TENTANG

PAJAK PARKIR

JELASAN UMUM

| Pembangunan discegala bidang perlu ditingkatkan guna
Scapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
@ang-Undang Dasar 1945.

i Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
@crintahan Daerah, pajak daerah merupakan salah satu
@ver pendapatan dacrah yang penting guna membiayai penye-
Boggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah’ untuk
Bnantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung
$ab sehingga Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu
Supu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
, Pajuk Parkir wmerupakon salah satly jenis pajak yang
Bnjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor
& Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
®hun 1997 Tentang Pajak Dacrah dan Retribusi. Daerah dan
Frupakan jenis Pajak yang potensial untuk mendukung wupaya
#ningkatan pendapatan daerah yang sckaligus untuk mengatur
nomencertibhan kebevadaan parkire yvang diselenggarakan oleh
Bang atau badan yang berada i Kabupatlen Karanganyar,

, Oleh karena itu demi kelancaran dan ketertiban pelaksa-
@annya dipandang perlu diatur dan ditetapkan dasar hukumnya
engan Peraturan Dacrah,

FENIFELASAN PASAL DEMT PAKAL,

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
; ¢ Cukup jelas
Pasal 6 ¢ Cukup jelas
Pasal 7 & GUkUpe Joelas
asal 8 ¢ Cukup jelas
fasal 9 ¢ Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
frasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
SPhasal 13 - ¢ Cukup jelas

frasal 14 ayat (1) ¢ Cukup jelas
ayat (2) . Apabila SPTPD ditandatangani oleh
kuasanya, maka Wajib Pajak harus
melampirkan bukti surat kuasa

terscbut .,
GVt SR (G ¢ dukap Jelas
tiee Sl st Al

RParaf s oo
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Ratgial =S liGE etV e ) Cukup jelas
BvaenlER ) R e

QU U i | S e S AR e ) ] s

contoh

Scorang Wajib Pajak menyampaikan
sSuratl Pemberitahuan Pajuk Daerah
Brda = tahUly  pajak - 1998, Dalam
Jangha waktu paling lama 5 (lima)
Lahun, ternyata dari hasil pemer-
dksaan Sural Pemberitahuan Pajak
Dacrah  yang disampaikan tidak
benar.  Atas pajak yang terutang
vane - hiirang dibayar tersebut,
Bupati dJapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Jditambah dengan sanksi
T SRS

GO S e S U R S (VR s
ity
Sceorang Wajib Pajak tidak menyam-
Rl PR b T R A 2
e pindet St e pak s Y08
i e ditegur dalam jangka
: woktu tertentu  yang ditetapkan
oleh Bupati juza belum menyampai-

Lan o Surat  Pemberitahuan Pajak
et ke e i gangka T walkita
perdong fama 5  (lima) tahun,

Bupat s dapat . menerbitkan Surat
hetetapan Pajak Daerah Kurang
Bavad atas pajnk yang terutang.

et ) e e S O L DSt
contoh
Yang dimaksud  dengan  penetapan
Pivjak secara jabatan adalah
penctapan besarnya pajak terutang
yang Jilakukan oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
data yang ada atau keterangan
Biten = e dSinnslake 1 SR e R
et Pogabat yang Jditesjuk.

a Vit ) e e s
combaty ; ;
Wajih Pajak sebagaimana dimaksud
Wlamnins T S RO s S G B Ryt e (S
I e e L e R

e Netetapan Pajak Daerah
Ruranyg . Bayar, apabila dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sesudah pajak yang terutang
ditemukan data baru dan atau data
yang scemula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah
pajak terutang, maka Bupati dapat
menerbitkan Sural Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayar,

PEt ey
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pty |
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasa |
Pasal
Pasal
Pasal
4 Pasal
1 Pasal
4 Pasal
qrasal

te = OB 25 =)

LSRG S S G SR O S
e ~TON e e,

ayal

ayal

(5)

(6)

Wajilb  Pajak berdasarkan hasil
pemeriksaan Bupati . LeTnyate

Jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau tidak terutang dan
Lidak  ada kredit pajak, maka
Bupati  dapat menerbitkan  Surat
Netetapan Pajak Daerah Nihil.

Yang dimaksud dengan jangka waktu
lertentu  yang telah ditentukan
adalah Jangka waktu yang telah
ditentukan oleh Bupati,

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas:
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas i
Cukup jelas



